
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);

Mengingat

b. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi
dan kepastian penataan pegawai pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan
Utara, maka Peraturan Gubemur sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu disempumakan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Gubemur tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 83
Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis
Beban Kerja pada Badan Penanggu1angan Bencana
Daerah;

a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubemur Kalimantan
Utara Nomor 83 Tahun 2017 telah diatur mengenai
analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan
Utara;

Menimbang

GUBERNURKALIMANTANUTARA,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

PERUBAHANATASPERATURANGUBERNURKALIMANTANUTARANOMOR83
TAHUN2017 TENTANGANALISISJABATANDANANALISISBEBANKERJA

PADABADANPENANGGULANGANBENCANADAERAH

TENTANG

PERATURANGUBERNURKALIMANTANUTARA
NOMOR 57 TAHUN2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA



5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16
Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndonesia Nomor5121);

6. Peraturan Pemerintah Nomor97 Tahun 2000 tentang
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
RepublikIndonesia Tahun 2000 Nomor194,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor54 Tahun 2003 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000
tentang Formasi PegawaiNegeriSipil (LembaranNegara
RepublikIndonesiaTahun 2003 Nomor122,Tambahan
LembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor4332);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5362);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor6, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5679);
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12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan ReformasiBirokrasi Nomor41 Tahun 2018 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (BeritaNegara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

13. Peraturan KepalaBadan KepegawaianNegaraNomor12
Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis
Jabatan;

11.Peraturan MenteriDalam NegeriNomor80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan MenteriDalamNegeriNomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2019
Nomor157);

9. Peraturan MenteriDalamNegeriNomor70 Tahun 2011
tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di
Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor3);

10. Peraturan Menteri DalamNegeriNomor35 Tahun 2012
tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor483);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan ReformasiBirokrasi Nomor33 Tahun 2011 tentang
Pedoman AnalisisJabatan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (LembaranNegaraRepublik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor6402);
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(1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
sebagai prasyarat untuk menyusun peta jabatan,
uraian jabatan, sertajumlah kebutuhan PNS.

(2) Peta jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur
mi.

Pasal5A

2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal
baru yaitu Pasal 5A,yang selengkapnya berbunyi sebagai
berikut:

1. Ketentuan Lampiran diubah menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubemur Kalimantan
Utara Nomor 83 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan
Analisis Beban Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun
2017 Nomor 83), diubah sebagai berikut:

Pasal I

PERATURANGUBERNUR TENTANG PERUBAHANATAS
PERATURANGUBERNURKALIMANTANUTARANOMOR83
TAHUN2017 TENTANGANALISISJABATANDANANALISIS
BEBAN KERJA PADA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANADAERAH.

MEMUTUSKAN:

14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3
Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum
Pegawai Negeri Sipil;

15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun
2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16
Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 16).
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IRlANTO LAMBRlE

GUBERNUR KALIMANTANUTARA,

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 ~esl.>JJber201J

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Utara.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Pasal II

-5-



I-1 'Dr." ·,sUIlIA""'tAH,"" .Ar .s~t-RnA'_lt OAtItAH
I

~ A.11STE14
M jDa.H . :lAIHUtlOl~ tl2, I"HI ~M'HI ~TP-4'1 ~MUI"'\

IRIANTOLAMBRIE

GUBERNUR KALIMANTANUTARA,

Ditetapkan eli Tanjung Selor
pada tanggal 15 DeseDber 2019

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Utara.

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Pasal II
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BERITADAERAHPROVINSIKALIMANTANUTARATAHUN2019 NOMOR 57

SURIANSYAH

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13Desember 2019

IRIANTOLAMBRIE

ttd

GUBERNURKALIMANTANUTARA,

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Dt:sember 201)

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Utara.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Pasal II
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BERITADAERAHPROVINSIKALIMANTANUTARATAHUN2019 NOMOR 57

SURlANSYAH

SEKRETARISDAE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 1; Desember 201)

IRIANTOLAMBRIE

ttd

GUBERNURKALIMANTANUTARA,

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13Desember 201)

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Utara.

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Pasal II
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KEBUTUHAN PEGAWAI

NO. NAMA JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN KETERANGANPIMPINAN ADMINISTRATOR PENGAWAS PELAKSANA FUNGSIONALTINGGI

1 2 3 4 5 6 7 8
I Kepala Pelaksana 1

1. Sekretaris 1
a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 1

1) Analis Barang Milik Negara 1
2) Analis Jabatan 1
3) PengelolaSistem Informasi Manajemen 1

Kepegawaian
4) Pengadministrasi Kepegawaian 2
5) Pengadministrasi Umum 2

b. Kepala Sub Perencanaan 1
1l_ Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 1
2) Analis Data dan Informasi 1
3) Pengadministrasi Perencanaan dan Program 1

HASIL ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA PADA BADAN PENANGGULANGANBENCANA DAERAH

LAMPlRAN
PERATURANGUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 57 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR
83 TAHUN 2017 TENTANGANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA BADAN PENANGGULANGANBENCANA DAERAH
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c. Kepala Sub Bagian Keuangan 1
1) Analis Pengelolaan Keuangan 1
2) Bendahara 1
3) VerifikatorKeuangan 1
4) Pengadministrasi Keuangan 2

2. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan 1
a. Kepala Seksi Pencegahan 1

1) Penyuluh Bencana 1
2) Pengolah Bahan Rencana Penanggulangan 1

Bencana
3) Teknisi Pemetaan dan Penggambaran 1

b. Kepala Seksi Kesiapsiagaan 1
1) Analis MitigasiBencana 1
2) Pranata Bencana 1
3) PengelolaTeknologiInformasi 1

3. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik 1
a. Kepala Seksi Penanganan Darurat 1

1) Analis SAR 2
2) Analis Bencana 1
3) Pranata Bencana 1

b. Kepala seksi Logistikdan Peralatan 1
1) Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik 1
2) Pengolah Bahan Rencana Penanggulangan 1

Bencana
3) Pengelola Logistik 1
4) Teknisi Peralatan dan Mesin 1

4. KepalaBidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi 1
a. Kepala Seksi Rehabilitasi 1

I) Konselor 1
2) Analis Infrastruktur 1
3) Pranata Bencana 1
4) PengelolaMonitoringdan Evaluasi 1
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IRIANTO LAMBRIE

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13Desa r r 019

b. KepalaSeksi Rekonstruksi 1
1) Penyusun Bahan PemberianBantuan Teknis 1
2) AnalisKerusakan Fisik dan Bangunan 1
3) PengolahBahan Rencana Penanggulangan 1

Bencana
Jum.lab 1 4 9 36

Jumlah Total 50
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GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13Deaember 2019

b. Kepala Seksi Rekonstruksi 1
II Penvusun Bahan Pemberian Bantuan Teknis 1
2\ Analis Kerusakan Fisik dan Banzunan 1
3) Pengolah Bahan Rencana Penanggulangan 1

Bencana
JumJah 1 4 9 36

Jumlah Total 50
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BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 57
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SEKRETARIS DAE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desember 2019

IRIANTO LAMBRIE

ttd

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 D'esember 201)

b. KepalaSeksi Rekonstruksi 1
1) Penvusun Bahan Pemberian Bantuan Teknis 1
2) Analis Kerusakan Fisik dan Bangunan 1
3) PengolahBahan Rencana Penanggulangan 1

Bencana
Jumlah 1 4 9 36

Jumlah Total 50
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BERITA DAERAH PROVINSl KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 5~

SEKRETARIS DAE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 1~ ~amber ~01~

IRlANTO LAMBRIE

ttd

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal ,13Jesember 2019

b. KepalaSeksi Rekonstruksi 1
1) Penyusun Bahan Pemberian Bantuan Teknis 1
2) Analis Kerusakan Fisik dan Bangunan 1
3) PengolahBahan Rencana Penanggulangan 1

Bencana
Jumlah 1 4 9 36

Jumlah Total 50
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IRlANTO LAMBRIE

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal

Rekipitulasl JumlJ,h
B K +/-

Eselon II 1 1 0
£seton III 4 4 0
Esdoo IV 9 9 0
JFT 0 0 0
JFU 21 36 -15
kurlna 3S 50 -15

4 -3

PETA JABATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 57 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 83 TAHUN 2017 TENTANG ANALlSIS JABATAN DAN
ANALISIS BEBAN KERJA PADA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH



GUBERNUR KALIMANTANUTARA,

Ditetapkan eli Tanjung Selor
pada tanggal 13 Deaembe......201 ...

I r'\

L:'I~·~~~~"'UOO'H\-42.,

I
I

/~
~E)::R€.TARI.s. OAtMH / __

A~\ST£H

AbM)'N I'T12AS I ut1ll'1 I
PLt.·1<ARO HU~UI"I IV
1:.1"" OQI>."".<'#

li't
11IOr.\"LSUR'A~AHIM.Ap

.......~I.- .._"'-
I

Rell3p1tu!.u1 Jum~h
B • +/-

&elon II 1 1 0
&.elon III • • 0
Es6kIn IV 9 9 0
JFT 0 0 0
JfU 21 J6 ·15
Kur.n.c 35 SO ·15

PETA JABATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

LAMPIRAN 1I
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 57 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 83 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN
ANALISIS BEBAN KERJA PADA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
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lRiANTO LAMBRIE

GUBERNUR KALIMANTANUTARA,

ttd

Ditetapkan di Tanjung Selor 019
pada tanggal 1:; ilesember 2

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTANUTARA TAHUN 2019 NOMOR 57

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desemhbr 201J

SEKRETARIS D"lliAoC>.n

Rekapi1ulolsi Jurn~h
B K ./.

Esclon II 1 1 0
Eselon III • • 0
EseionlV , 9 0
JFT 0 0 0
JFU 21 36 ·15
Kur.", 35 50 ·15

PETA JABATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 57 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 83 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN
ANALISIS BEBAN KERJA PADA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH



IRIANTO LAMBRIE

ttd

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTANUTARA TAHUN 2019 NOMOR 57

Diundangkan illTanjung Selor
pada tanggal 1, Desember 2019

SEKRETARIS D

BebonKOIja.
1._2. __

J Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Desamber 2019

~-----------------------------------
GUBERNUR KALIMANTANUTARA,

RekapitulasJ JumlJh
6 K +/-

E><1on II 1 1 a
Es.elon III • 4 a
E><1on1V 9 9 a
JFT a a a
JFU Zl !6 -15
Kur.", !5 50 -15

PETA JABATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 57 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 83 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN
ANALISIS BEBAN KERJA PADA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH


